PT.  Martina Berto Tbk
Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris
Pengantar
             Pedoman ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris di Perseroan, seperti : mengenai tugas, wewenang, pertanggungjawaban, pengangkatan, penilaian kinerja dan sistem remunerasi mereka.

 Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Direksi Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

2. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan yang efektif atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

 Direksi
 1. Pendahuluan
             Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perseroan. Dengan demikian, masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.  Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.  Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

2. Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Direksi
2.1. Tugas Direksi 

             Tugas Direksi adalah dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh memimpin dan mengurus Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, yang meliputi antara lain :

Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) ;

1. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan) ;

2. Menyelenggarakan Rapat DIreksi Perseroan secara berkala dan dengan waktu yang memadai ;

3. Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha ;

4. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Perseroran secara efektif dan efisien ;

5. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya (isteri/suami dan anak-anak) pada Perseroan dan Perseroan lainnya (Daftar Khusus).

6. Membentuk sistem pengendalian internal Perseroan dan manajemen resiko ;

7. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perseroan.

 2.2. Wewenang Direksi
 Direksi berwenang untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Mewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan ;

2. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu ;

3. Mengatur sumber daya manusia Perseroan termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.

 2.3. Pertanggungjawaban Direksi 

 Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan dan laporan pelaksanaan GCG ;

1. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, sedangkan laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS ;

2. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.
2.4. Pengangkatan Direksi

1. Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Direksi
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk satu periode berjangka waktu 3 kali RUPS tahunan sejak RUPS pengangkatannya dan diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.  Dalam jajaran Direksi sekurang-kurangnya ada satu Direksi Independen.
2. Persyaratan
- Anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari lima tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Perusahaan.




-  Seluruh anggota Direksi:
· Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan  suatu Perusahaan dinyatakan pailit.

· Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena  melakukan tindak pidana kejahatan. 
3.  Penilaian Kinerja Direksi
Penilaian kinerja Dewan Direksi dilakukan oleh pemegang saham setiap tahunnya. Direksi menetapkan target tidak hanya target keuangan melainkan juga target-target non-keuangan lainnya seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, target ekspansi proyek dan perusahaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan biaya dan kualitas proyek, dll.

Dewan Komisaris

1. Pendahuluan
Dewan Komisaris Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara majelis atau kolektif dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

 Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris adalah setara.  Tugas Presiden Komisaris adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

2. Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
2.1. Tugas Dewan Komisaris
Tugas Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai pengawas dan penasihat Direksi dan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan :

· Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, fungsi mana mencakup tindakan pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi ;

· Melakukan pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal ;

· Melakukan pengawasan dan pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan ;

· Memberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi ;

· Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi ;

· Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan).

· Komisaris Independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.  Keputusan Dewan Komisaris mengenai hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

 2.2. Wewenang Dewan Komisaris
 Dewan Komisaris Perseroan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

· Memeriksa catatan dan dokumen lain serta kekayaan Perseroan ;

· Meminta dan menerima keterangan yang berkenaan dengan Perseroan dari Direksi ;

· Memberhentikan untuk sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku ;

· Membentuk komite-komite Dewan Komisaris seperti komite audit, nominasi, remunerasi dan/atau komite lainnya.

· Komisaris Independen merupakan Ketua Komite Audit.

 2.3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perseroan dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

Pengangkatan Dewan Komisaris
Komposisi Dewan Komisaris
Komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, yaitu tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan kritis.  Dalam jajaran Dewan Komisaris ada Komisaris Independen yang memuat sekurang-kurangnya 30% dari komposisi Dewan Komisaris.
Kriteria Dewan Komisaris

 Setiap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

· Memiliki kompetensi yang mendukung bisnis Perseroan sekarang dan di masa mendatang.

· Memiliki sikap kerja profesional dan beretika untuk meningkatkan nilai Perseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.

· Memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa (strive for excellence).

· Setiap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 1 tahun, dan persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
· Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai Direksi di perusahaan lain yang berafiliasi dengan Perseroan.
· Komisaris Independen, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
:
· pemegang saham pengendali 

· direksi/komisaris Perseroan
Masa Jabatan Dewan Komisaris
Berdasarkan Angaran Dasar Perusahaan, maka Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah 3X RUPS Tahunan sejak RUPS pengangkatannya dan diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
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